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B
agi pelanggan pascaba-
yar nantinya perubahan 
tarif akan diperhitungkan 
mulai rekening listrik 
Agustus 2022, sedangkan 

bagi pelanggan prabayar, penyesuai-
an diberlakukan saat melakukan 
transaksi pembelian token listrik 
mulai 1 Juli 2022.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementerian ESDM Rida Mulyana 
mengatakan golongan pelanggan Ru-
mah Tangga di bawah 3.500 VA, Bisnis, 
dan Industri tarifnya tidak mengalami 
perubahan alias tetap. 

“Penerapan Tariff Adjustment ini ber-
tujuan untuk mewujudkan tarif listrik 
yang berkeadilan. Artinya, masyarakat 
yang mampu tidak lagi menerima ban-
tuan dari Pemerintah,” kata Rida dalam 
jumpa pers di Jakarta Senin (13/6).

Tarif f Adjustment diberlakukan 
sejak 2014 kepada pelanggan non 
subsidi untuk memastikan subsidi 
listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 
2014 hingga 2016, Tariff Adjustment 
diterapkan secara otomatis. Namun 
dalam rangka menjaga daya beli 
masyarakat dan daya saing sektor 
bisnis dan industri sejak tahun 2017 
hingga triwulan II/2022, Pemerin-
tah memutuskan Tarif f Adjustment 
tidak diterapkan secara otomatis dan 
ditetapkan tidak berubah meskipun 
terdapat perubahan kurs, ICP (In-
donesian Crude Price), inflasi dan 
harga batubara dibandingkan dengan 
yang telah ditetapkan dalam APBN 
tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri 
ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo No-
mor 03 Tahun 2020, Tariff Adjustment 
ditetapkan setiap 3 bulan dengan 
mengacu kepada perubahan 4 asumsi 
makro yaitu kurs, harga rata-rata mi-
nyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, 
dan Harga Patokan Batu bara (HPB).

Perkembangan besaran empat in-
dikator asumsi makro menunjukkan 
kecenderungan meningkat. Realisasi 
indikator ekonomi makro rata-rata 3 
bulan (Februari s.d. April 2022) yang 
digunakan dalam penerapan Tariff 
Adjustment Triwulan III Tahun 2022 
yaitu kurs Rp 14.356 per US$ (asumsi 
semula Rp14.350 per US$), ICP 
US$104/Barrel (asumsi semula US$ 
63 per barel), Inflasi 0,53% (asumsi 
semula 0,25%), HPB Rp837/kg sama 
dengan asumsi semula (diterapkan 
capping harga, realisasi rata-rata 
Harga Batu bara Acuan (HBA) > US$ 
70 per ton).

“Biaya Pokok Penyediaan (BPP) 
tenaga listrik sebesar 33% didomi-
nasi oleh biaya bahan bakar, terbe-
sar kedua setelah biaya pembelian 
tenaga listrik dari swasta sekitar 36%, 
sehingga perubahan empat indika-
tor asumsi makro ekonomi tersebut 
sangat berpengaruh terhadap Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) tenaga lis-
trik. Pada akhirnya, hal tersebut juga 
berdampak pada perhitungan Tariff 
Adjustment,” ungkap Rida.

Pelanggan Rumah Tangga R2 de- 

ngan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA 
dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas 
tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 
per kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, 
dengan kenaikan rekening rata-rata 
sebesar Rp111.000/bulan untuk 
pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan 
untuk pelanggan R3. Pelanggan 
Pemerintah P1 dengan daya 6.600 
VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya 
disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh 
menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan 
kenaikan rekening rata-rata sebesar 
Rp978.000 per bulan untuk pelang-
gan P1 dan Rp271.000/bulan untuk 
pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah 
P2 dengan daya di atas 200 kVA tarif-
nya disesuaikan dari Rp1.114,74 per 
kWh menjadi Rp1.522,88 per kWh, 
dengan kenaikan rekening rata-rata 
sebesar Rp38,5 juta per bulan.

Rida mengemukakan bahwa data 
dari Badan Kebijakan Fiskal menun-
jukkan bahwa penyesuaian tarif 
listrik untuk golongan pelanggan 
R2, R3 dan Pemerintah pada triwulan 
III tahun 2022 ini berdampak kecil 
terhadap inflasi sekitar 0,019%. Ia ber-
harap dampak yang kecil terhadap 
inflasi tersebut dapat turut menjaga 
daya beli masyarakat.

“Ke depan kemungkinannya apabila 
sektor bisnis dan industri menengah 

dan besar telah pulih, dimungkinkan 
tarif tenaga listrik dapat kembali me- 
ngalami perubahan naik ataupun tu-
run melihat perkembangan kurs, ICP, 
inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi 
yang terus dilakukan PLN juga dapat 
menjadi pemicu turunnya tarif tenaga 
listrik,” tutur Rida.

Kementerian ESDM berharap 
PT PLN (Persero) dapat terus me- 
ningkatkan efisiensi operasional 
dengan berbagai cara, dan terus me- 
ningkatkan penjualan tenaga listrik 
sehingga BPP tenaga listrik per kWh 
dapat diupayakan turun atau minimal 
tetap dari tahun sebelumnya.

Rida menegaskan pelanggan 
golongan bersubsidi tidak terkena 
penyesuaian tarif listrik. Pemerintah 
berkomitmen melindungi masyara-
kat dengan tetap memberikan subsidi 
listrik kepada yang berhak. Hal ini 
sejalan dengan amanat Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan.

Untuk itu, pemerintah tetap hadir 
dengan menyalurkan subsidi sebe-
sar Rp 62,93 triliun dan kompensasi 
Rp 65,91 triliun pada 2022, dengan 
asumsi ICP US$ 85,88 per barel dan 
kurs di angka Rp 14.316/US$.

“Selain melindungi keluarga tidak 
mampu, terdapat potensi pertumbuh- 
an listrik yang sangat luar biasa di 
tahun 2022, sehingga Pemerintah 
tetap memberikan kompensasi un-
tuk pelanggan listrik rumah tangga, 
UMKM, bisnis, dan industri. Ini 
adalah bentuk kehadiran pemerin- 
tah untuk melindungi daya beli 
masyarakat, meningkatkan daya 
saing industri, dan menjaga pereko-
nomian nasional agar tetap stabil,” 
kata Direktur Utama PLN Darmawan 
Prasodjo di kesempatan yang sama.

Bagi pelanggan pascabayar nantinya 
perubahan tarif akan diperhitungkan 
mulai rekening listrik bulan Agustus 
2022, sedangkan bagi pelanggan pra-
bayar, penyesuaian diberlakukan saat 
melakukan transaksi pembelian token 
listrik mulai 1 Juli 2022.

Darmawan mengatakan Presiden 
ingin sektor bisnis dan industri yang 
menjadi penopang perekonomian 
nasional terus berjalan sangat kokoh. 
Untuk itu, pemerintah pun tak menye-
suaikan pelanggan bisnis dan industri.

“Arahan Presiden jelas, tidak ada 
perubahan bagi tarif listrik untuk 
industri dan bisnis dalam skala daya 
apapun yang terpasang. Ini bentuk 
kepedulian pemerintah agar ekonomi 
nasional yang ditopang industri dan 
bisnis bisa tetap berjalan dengan 
sangat kokoh,” ujarnya.

Darmawan menuturkan arahan 
Presiden Jokowi untuk menjaga 
daya beli masyarakat dan menjaga 
momentum pemulihan ekonomi 
nasional. Penyesuaian tarif listrik 
diberlakukan kepada masyarakat 
mampu agar penyaluran kompen-
sasi listrik lebih tepat sasaran demi 
mewujudkan energi berkeadilan.

“Kalau ada bantuan dari pemerintah, 
filosofisnya harus tepat sasaran dan 
hanya menyasar kepada keluarga yang 
berhak menerima bantuan,” ujarnya.

Rida Mulyana

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA- Panas bumi seharusnya 
menjadi sumber daya alam yang 
menjadi prioritas dalam pengemba- 
ngan untuk mengejar target bauran 
energi baru terbarukan (EBT). 
Dengan cadangan yang besar, panas 
bumi memiliki sejumlah keunggulan 
dibandingkan jenis EBT lain.

“Panas bumi dapat menjadi 
baseload (beban dasar) karena tidak 
menghadapi masalah intermitensi. 
Selain itu, kita punya cadangan panas 
bumi cukup besar, sekitar 23,7 GW,” 
ujar Komaidi Notonegoro, Direktur 
Eksekutif ReforMiner Institute ke-
pada media, Senin (13/6/2022).

Komaidi mengatakan, pengemba- 
ngan energi primer dari energi fosil 
ke EBT dengan menempatkan panas 
bumi sebagai skala prioritas tidaklah 
berlebihan. Dengan sumber daya 
yang besar seharusnya panas bumi 
menjadi potensi yang mendapatkan 
perhatian lebih. “Pemanfaatan saat 
ini saja masih jauh dari jumlah cada- 
ngan yang terbukti,” ujarnya.

Menurut Rencana Usaha Penye-
diaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusa-
haan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, 
Indonesia memiliki potensi panas 
bumi sebesar 23,965 GW. Potensi 
terbesarnya ada di Pulau Sumatera, 
yakni sebesar 9,679 GW. Meski punya 
potensi terbesar, kapasitas pembangkit 
listrik tenaga panas bumi (PLTP) 
terpasang di Sumatera baru 562 
Megawatt (MW) atau 5,8% dari total 
potensinya. Artinya, masih ada sekitar 

94% potensi yang belum digarap. 
Pakar ekonomi energi dari Uni-

versitas Trisakti itu mengatakan, 
meskipun panas bumi memiliki 
cadangan besar, tidak mudah untuk 
memonetisasinya. Menurut dia, 
kunci utama dalam penbembangan 
semua jenis EBT termasuk panas 
bumi ada di PLN karena BUMN di 
sektoe ketanagalistrikan itu adalah 
pembeli tunggal atau monopsoni. 
Jika PLN tidak bersedia mem-
beli dengan berbagai justifikasi, 
pengembang EBT tidak punya pilih- 
an atau opsi lain untuk menjualnya.
Wiluyo Kusdwiharto, Direktur 
Mega Proyek dan EBT PLN, men-
jelaskan pembangunan pembangkit 
EBT sangat menantang bagi PLN.

Hal itu disebabkan oleh kondisi 
kelebihan pasokan yang dialami 
PLN. Dia optimistis dengan kerja 
sama para stakeholder dan para 
pihak, nantinya tumbuh permintaan 
(demand). Apalagi saat ini demand 
mulai tumbuh 8%. “Sesuai prediksi 
kami, ke depannya akan tumbuh 
signifikan sehingga dapat mengak-
selerasikan pembangunan pem-
bangkit renewable baru,” ujarnya.
Menurut Wiluyo, panas bumi 
mendapatkan prioritas kedua untuk 
dikembangkan setelah PLTA. 
Dia menilai,tantangan pengem-
bangan panas bumi yang paling 
terasa adalah dari sisi biaya. Untuk 
mengejar target RUPTL, PLN tidak 
bisa sendiri dan harus bekerja sama 

dengan pihak lain.
“Tahun 2030 pembangkitan 

renewable bisa meningkat 28 GW. 
Pembangunan geothermal kami 
alokasikan 3,4 GW. Butuh biaya 
yang sangat tinggi untuk bangun 
pembangkit sampai 2060. Kami 
buka pintu bagi pihak swasta untuk 
bangun bersama pembangkit-pem-
bangkit renewable,” ujarnya.

Herman Darnel Ibrahim, mantan 
Direktur Transmisi dan Distribusi 
PLN (2003-2008), mengakui ada 
beberapa masalah yang dihadapi 
guna mengejar target EBT dalam 
bauran energi, antara lain teknis, 
regulasi dan koordinasi, serta pen-
danaan. Solusi mengatasi masalah 
dalam pengembangan panas bumi 
tidak bisa mengandalkan satu 
insititusi. “Potensi panas bumi yang 
besar akan percuma jika tidak bisa 
dimonetisasi,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus 
terus membangun science and 
technology panas bumi, tidak cukup 
hanya bangga punya potensi 40% 
dunia. Aspek regulasi pengem-
bangan panas bumi juga harus 
mendukung. “Kumpulkan seluruh 
aturan, pusat- daerah, Kementerian 
ESDM, Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan, serta 
Kementerian Keuangan. Perbaiki 
semua untuk kemudahan pemba- 
ngunan panas bumi,” kata Herman 
yang juga Anggota Dewan Energi 
Nasional Perwakilan Industri. (es)

JAKARTA - PT PLN (Persero) 
berhasil mengoperasikan Loop-
ing sistem tegangan tinggi 150 
kV Lombok senilai Rp 1,7 triliun. 
Keberadaan infrastruktur kelistrik-
an ini akan meningkatkan layanan 
PLN dalam memenuhi kebutuhan 
listrik yang terus meningkat. 

General Manager Unit Induk 
Pembangunan Nusa Tenggara Wa-
hidin mengatakan, pengoperasian 
Looping sistem tegangan tinggi 
150 kV Lombok ditandai dengan 
pemberian tegangan pertama pada 
sistem jalur transmisi Saluran 
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 
150 kV Switching – Tanjung, dan 
SUTT 150 kV Mataram incomer. 

Infrastruktur kelistrikan ini meru-
pakan sistem transmisi yang memiliki 
tegangan operasional 150 kV yang 
terbentang mengitari Pulau Lombok 
melintasi 5 Kabupaten/Kota. 

“Looping sistem ini merupakan 
interkoneksi jaringan tegangan 
tinggi 150 kV sebagai penghubung 
pembangkit-pembangkit yang 
merupakan backbone penghasil 

tenaga listrik di sistem kelistrikan 
Pulau Lombok,” kata Wahidin 
dalam keterangannya di Jakarta, 
Senin (13/6).

Wahidin mengungkapkan, Sistem 
kelistrikan dengan panjang 522 
kilometer sirkuit (kms) ini ditopang 
oleh 861 tapak tower dan jarak antar 
tapak tower rata – rata 300 meter, 
serta di tunjang oleh 12 Gardu 
Induk dengan total kapasitas 800 
Mega Volt Ampere (MVA). Untuk 
membangun Looping sistem tega-
ngan tinggi Lombok ini PLN berin-
vestasi lebih dari Rp 1,7 triliun. 

Menurut Wahidin, Looping jaringan 
tegangan tinggi interkoneksi antar 
gardu induk maupun antar pem-
bangkit yang terinterkoneksi, akan 
meningkatkan keandalan pada sisi 
pelayanan pelanggan karena pemba-
gian beban kelistrikan lebih stabil. 

Untuk diketahui, sistem kelistrik-
an pulau Lombok memiliki daya 
mampu sebesar 284,32 megawatt 
(MW) dengan beban yang ditang-
gung sebesar 271,06 MW. Dengan 
cadangan daya sebesar 13,26 MW, 

PLN siap menyambut investasi, 
dan pemenuhan kebutuhan listrik 
masyarakat umum secara baik. 

“Infrastruktur ketenagalistrikan 
ini adalah Proyek Strategis Nasio-
nal yang merupakan agenda besar 
pemerintah untuk memenuhi ke-
butuhan energi listrik masyarakat,” 
tutur Wahidin. 

Prioritas utama dalam pemba-
ngunan infrastruktur kelistrikan 
yang dilaksanakan PLN ini dipasti-
kan memberikan berbagai manfaat 
di antaranya, peningkatan suplai 
listrik ke masyarakat, peningka-
tan keandalan sistem kelistrikan, 
menjadi pendorong penggerak 
roda perekonomian masyarakat, 
pembangunan dan industri, serta 
terjadinya penurunan Biaya Pokok 
Penyediaan (BPP) tenaga listrik. 

Dia menuturkan, pembangunan ini 
dihadapkan oleh rintangan yang berat, 
bentang alam Pulau Lombok yang 
sangat menantang, akses tiap tapak 
tower yang harus melewati hutan, 
pegunungan, kontur kemiringan yang 
terjal, dan tantangan sosial. (rap)

Antara

Pemeliharaan Periodik
Teknisi melakukan pemeliharaan periodik mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) Pengga di Desa Pelambik, 
Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Senin (13/6/2022). PLTMH Pengga berkapasitas 400 kW adalah salah satu 
bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menyuplai sistem kelistrikan di Lombok.

JAKARTA - Pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff 
Adjustment) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. 

Penyesuaian tarif ini diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga 
berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, 
dan P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PT PLN 

(Persero). Keseluruhannya adalah golongan pelanggan nonsubsidi.

Penerapan Tariff 
Adjustment ini bertujuan 
untuk mewujudkan tarif 
listrik yang berkeadilan. 
Artinya, masyarakat 
yang mampu tidak lagi 
menerima bantuan dari 
Pemerintah.

Rida Mulyana
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
Kementerian ESDM

JABABEKA & CO.

Ukuran : 4 kolom x 200 mm;      Media : Investor Daily;        Terbit : 14 Juni 2022;          File : D1

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada Para Pemegang Saham 
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (”Rapat”), pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de 
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam 
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan 
kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan 
Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan 
pengesahan dari Rapat Perseroan

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Anggaran 
Dasar Perseroan, mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diputuskan dalam Rapat.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas 
buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta 
persyaratan lain penunjukkannya.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, 
Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan 
Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit 
atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 
dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta 
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan 
untuk tahun buku 2022.
Penjelasan:
Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Anggaran 
Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk 
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji 
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan 
atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun 
buku 2022.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para 

Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan 
resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini 
dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.jababeka.com.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat 
adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk 
warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan pukul 
16:00 WIB.

3. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal  
31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting 
pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat, saat ini KSEI telah 
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. 
Oleh karenanya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona 
Virus Disease (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan 
Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir 
pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting 
System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang 
disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana 
disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang 
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui 
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk 
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi 
eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara 
elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik 
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada  
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6.  Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir 
(secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a.  Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak 

Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang 
saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak 
Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Adminsitrasi Efek 
(“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat. 

b.  Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat 
diunduh di situs web Perseroan www.jababeka.com, dengan ketentuan:
1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari 

seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya 
dengan suara yang berbeda;

2)  Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang 
sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan 
pukul 16.00 WIB.

7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara 
fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku 
kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang 
Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan 
menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan 
terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) 
yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 

8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, 
namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi 
eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan 
tanggal Rapat.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan 
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.
KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat 
Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting 
Info’ pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan  
www.jababeka.com.

10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya 
diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Juni 2022
Direksi Perseroan

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK. 
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN


